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Abstrak
 

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan dan fungsi strategis,

yaitu sebagai sarana awal dan pusat pendidikan moral keiuarga serta peningkatan kualitas generasi baru.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati atau memiliki rumah yang Iayak

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5

tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan dapat dilaksanakan

dengan cara membangun sendiri, atau dengan cara sewa, membeli secara tunai, ataupun angsuran, dengan

suatu kredit kepemilikan rumah dari bank. Namun perjanjian kredit kepemilikan, rumah bukan tanpa

masalah, adapun permasalahannya dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut : a.bagaimana perlindungan

terhadap konsumen dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah yang memiliki standar baku, b.bagaimana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap

nasabah dalam suatu perjanjian kredit kepemilikan rumah dan c.upaya-upaya hukum apa yang dapat

ditempuh nasabah apabila kepentingannya dirugikan.

 

Berdasarkan permasalahan tersebut didapat jawaban sebagai suatu kesimpulan berikut ini : a. bahwa

perjanjian kredit yang memiliki standar baku, tidak melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini

nasabah yang terikat dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah, karena perjanjian kredit yang memiliki

standar baku banyak mengandung klausula eksonerasi yang banyak digunakan oleh bank untuk menghindari

kewajiban memberi ganti kerugian kepada nasabah atau konsumen. b. Walaupun Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi nasabah yang terikat daiam perjanjian kredit

kepemilikan rumah dalam setiap tahapannya mulai dari tahap pra transaksi dimana UUPK memberikan

perlindungan terhadap konsumen dari informasi yang menyesatkan dalam brosur atau iklan tentang rumah

yang membuat konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli, tahap transaksi dimana konsumen

dilindungi dari perjanjian yang berstandar baku dan banyak memuat klausula eksonerasi dan tahap pasca

transaksi dimana bangunan sudah diselesaikan dan akan diserahkan. Namun dalam pelaksanaannya dalam

tahap pasca transaksi banyak terjadi penyimpangan, untuk itu konsumen dapat menggugat pelaku usaha balk

itu developer maupun bank danlam hal ini adalah Bank BTN dengan jalan ke pengadilan maupun diluar

pengadilan melalui suatu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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